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Pendahuluan 

 

INDONESIA, sebagai negara yang kaya akan keberagaman 

budaya dan sumber daya alam, terus mengalami evolusi dalam 

sistem ekonominya sepanjang sejarahnya. Dari masa kolonial 

hingga saat ini, perubahan dan adaptasi konstan telah 

membentuk landasan bagi sistem ekonomi Indonesia yang terus 

berkembang. Di tengah dinamika global dan tantangan internal, 

Indonesia telah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari 

restrukturisasi ekonomi hingga transformasi kebijakan yang 

bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat.  

Indonesia dengan keragaman budaya dan sumber daya 

alam terus mengalami evolusi sistem ekonominya. Sepanjang 

sejarahrahnya, dari masa kolonial hingga saat ini, perubahan dan 

adaptasi konstan telah membentuk landasan sistem ekonomi 

Indonesia. Ditengah perkembangan dinamika global dan 

tantangan internal, Indonesia telah mengalami perubahan 

struktur ekonomi, transformasi kebijakan, dan cara pandang 

untuk memperkuat ekonomi rakyat.  

Sistem ekonomi Indonesia mencerminkan perpaduan 

antara prinsip ekonomi pasar dan intervensi pemerintah. Dalam 
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beberapa dekade terakhir, negara ini telah berusaha memperkuat 

sektor-sektor utama, seperti pertanian, industri, dan jasa, sambil 

terus memperhatikan inklusi sosial dan distribusi yang lebih adil 

bagi masyarakatnya. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan 

yang menjadi fokus dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas 

serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Buku ini akan 

mengeksplorasi evolusi sistem ekonomi Indonesia, melihat 

bagaimana kebijakan dan dinamika ekonomi telah membentuk 

identitas ekonomi negara ini, serta tantangan dan peluang yang 

dihadapi dalam upaya mencapai pertumbuhan yang inklusif dan 

berkelanjutan. 
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BAB 1 
Konsep Sistem Ekonomi 
Indonesia 

 

1.1 Definisi Sistem Ekonomi 

Sistem ekonomi adalah landasan yang mendasari 

bagaimana suatu masyarakat mengatur dan mengelola sumber 

daya ekonominya. Sistem ekonomi mencakup serangkaian aturan, 

kebijakan, dan struktur institusional yang membentuk cara 

produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di dalam suatu 

negara atau komunitas. Setiap sistem ekonomi memiliki 

karakteristik uniknya sendiri, mempengaruhi bagaimana 

keputusan ekonomi diambil, sumber daya dialokasikan, dan 

kekayaan didistribusikan. Sistem ekonomi dapat berkisar dari 

ekonomi pasar yang menekankan mekanisme pasar dan inisiatif 

swasta, hingga ekonomi terencana yang memberikan peran 

dominan pada pemerintah dalam mengendalikan produksi dan 

distribusi. Di tengah-tengahnya, sistem ekonomi campuran 

mencoba menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan 

tersebut. 
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Tinjauan tentang sistem ekonomi membawa pemahaman 

mendalam tentang bagaimana suatu masyarakat menghadapi 

tantangan dan peluang dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, 

distribusi kekayaan yang adil, dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam konteks global yang terus berubah, pemahaman terhadap 

sistem ekonomi menjadi kunci untuk merinci kompleksitas 

hubungan antara pelaku ekonomi dalam mencapai tujuan 

ekonomi dan sosial mereka. 

1.2 Sistem Ekonomi Pasar  

Sistem ekonomi pasar adalah suatu kerangka ekonomi di 

mana keputusan produksi, alokasi sumber daya, dan distribusi 

barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu kekuatan 

penawaran dan permintaan. Sistem ini bergantung pada interaksi 

individu dan perusahaan dalam pasar untuk mengalokasikan 

sumber daya secara efisien (Haddad & Hornuf, 2019). Berikut 

adalah beberapa ciri utama dari sistem ekonomi pasar: 

1. Kepemilikan Swasta 

Sistem ekonomi pasar umumnya didasarkan pada 

kepemilikan swasta atas sumber daya dan faktor produksi. 

Individu, perusahaan, dan entitas swasta memiliki hak 

untuk memiliki, mengendalikan, dan mentransaksikan 

properti dan faktor produksi(Polanyi, 2018). 

2. Mekanisme Pasar 

Keputusan ekonomi diambil melalui mekanisme pasar, di 

mana harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran 

dan permintaan. Harga yang muncul di pasar 

mencerminkan seimbang antara keinginan konsumen 

untuk membeli suatu barang atau jasa dan kemampuan 

produsen untuk menyediakannya. 

  



 

Sistem Ekonomi Indonesia 5 

3. Persaingan 

Sistem ekonomi pasar mendorong persaingan yang sehat 

antara produsen. Persaingan ini mendorong efisiensi, 

inovasi, dan peningkatan kualitas produk atau layanan. 

4. Kebebasan Ekonomi dan Inisiatif Swasta 

Individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk 

membuat keputusan ekonomi mereka sendiri. Inisiatif 

swasta dihargai, dan pelaku ekonomi memiliki kebebasan 

untuk memilih jenis bisnis yang ingin mereka geluti 

(Polanyi, 2018). 

5. Pasar Keuangan 

Sistem ekonomi pasar juga melibatkan pasar keuangan di 

mana instrumen keuangan, seperti saham dan obligasi, 

diperdagangkan. Pasar ini memberikan akses ke modal 

bagi perusahaan dan memberikan peluang investasi 

kepada individu. 

6. Fleksibilitas dan Penyesuaian Diri 

Sistem ekonomi pasar bersifat fleksibel dan dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam 

dan di luar pasar. Ketika permintaan atau penawaran 

berubah, harga dan alokasi sumber daya akan 

menyesuaikan secara otomatis. 

7. Konsumen sebagai Penggerak 

Konsumen memiliki peran kunci dalam menentukan jenis 

dan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan 

konsumen memberikan sinyal kepada produsen untuk 

menyesuaikan produksi mereka. 

8. Pemerintahan Terbatas 

Pemerintah terlibat dalam sistem ekonomi pasar, namun 

peranannya lebih terbatas dibandingkan dengan sistem 

ekonomi terencana. Pemerintah umumnya bertindak 

sebagai regulator untuk memastikan adanya persaingan 
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yang adil dan melibatkan diri dalam kebijakan 

makroekonomi. 

9. Mobilitas Faktor Produksi 

Faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan 

keterampilan, dapat berpindah antarindustri dan sektor 

ekonomi sesuai dengan kebutuhan pasar. 

 

Sistem ekonomi pasar tidak bersifat murni, dan sebagian 

besar negara di dunia mengadopsi bentuk campuran di mana 

pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengarahkan 

sektor-sektor tertentu. Sistem ini telah terbukti memberikan 

dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi, tetapi juga 

memerlukan regulasi untuk mencegah ketidaksetaraan dan 

dampak negatif lainnya. Sistem Ekonomi Pasar mengizinkan 

keputusan ekonomi diambil oleh pasar dan kekuatan penawaran 

dan permintaan. Pada sistem ini, faktor-faktor produksi, seperti 

tanah, modal, dan tenaga kerja, dimiliki oleh individu atau 

perusahaan swasta. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. 

1.3 Sistem Ekonomi Komando  

Sistem ekonomi komando, juga dikenal sebagai ekonomi 

terencana atau sosialisme komando, adalah suatu kerangka 

ekonomi di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas 

produksi, distribusi, dan alokasi sumber daya ekonomi (Becker et 

al., 2017). Dalam sistem ini, keputusan-keputusan ekonomi sentral 

diambil oleh pemerintah atau entitas terpusat yang mengatur 

seluruh aktivitas ekonomi. Berikut adalah beberapa ciri utama 

dari sistem ekonomi komando: 

1. Kepemilikan Publik 

Sebagian besar sumber daya dan faktor produksi, termasuk 

tanah, tenaga kerja, dan modal, dimiliki oleh negara atau 

entitas publik. Pemilikannya sering kali dilakukan oleh 

badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah. 
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2. Perencanaan Pusat 

Keputusan ekonomi diambil secara sentral oleh 

pemerintah atau lembaga perencana pusat. Perencanaan 

ini mencakup penentuan alokasi sumber daya, produksi 

barang dan jasa, serta penetapan harga. 

3. Pembatasan Inisiatif Swasta 

Inisiatif swasta dibatasi atau bahkan dilarang dalam 

beberapa aspek ekonomi. Pemerintah memiliki kendali 

penuh atas kebijakan produksi dan distribusi, dan 

partisipasi swasta sering kali terbatas pada sektor-sektor 

tertentu yang diizinkan. 

4. Ketidakberdayaan Pasar 

Mekanisme pasar tidak memainkan peran utama dalam 

menentukan harga atau alokasi sumber daya. Sebaliknya, 

pemerintah menetapkan harga-harga, jumlah produksi, 

dan distribusi barang dan jasa. 

5. Ketidaksetaraan yang Rendah (Idealnya) 

Salah satu tujuan sistem ekonomi komando adalah 

mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan 

mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Namun, 

implementasinya tidak selalu mencapai tujuan 

ini(Constantino, 2018). 

6. Keterbatasan Pasar Keuangan 

Pasar keuangan dalam sistem ekonomi komando sering 

kali memiliki keterbatasan karena peran besar pemerintah 

dalam mengontrol sumber daya dan investasi. 

7. Pekerjaan dan Ketenagakerjaan yang Terkendali 

Pemerintah juga memiliki kontrol atas penentuan jenis 

pekerjaan dan alokasi tenaga kerja. Keterlibatan pekerja 

dalam pengambilan keputusan ekonomi mungkin 

terbatas. 
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8. Tujuan Sosial dan Politik yang Mendorong 

Sistem ekonomi komando sering kali diarahkan oleh 

tujuan-tujuan sosial dan politik, seperti pencapaian 

kesetaraan sosial, peningkatan tingkat pendidikan, dan 

pengentasan kemiskinan. 

Beberapa negara yang terkenal menganut sistem ekonomi 

komando adalah Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur selama 

Perang Dingin. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak negara 

yang awalnya menganut sistem ini beralih menuju model 

ekonomi campuran atau ekonomi pasar seiring dengan mengakui 

keterbatasan dan tantangan sistem ekonomi komando.  

1.4 Sistem Ekonomi Campuran 

Sistem ekonomi campuran adalah kombinasi dari elemen-

elemen sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. 

Dalam konteks sistem ekonomi campuran, terdapat campuran 

antara pasar bebas yang mengandalkan mekanisme pasar dan 

inisiatif swasta dengan intervensi pemerintah yang mengarah 

pada regulasi dan distribusi sumber daya (Constantino, 2018). 

Sistem ini mencoba memanfaatkan kelebihan keduanya, 

menciptakan suatu model yang diharapkan dapat 

menggabungkan efisiensi pasar dengan pertimbangan sosial dan 

distribusi kekayaan yang lebih adil. Berikut adalah beberapa 

karakteristik dari sistem ekonomi campuran: 

1. Kepemilikan Campuran 

Sumber daya dan faktor produksi dapat dimiliki baik oleh 

sektor swasta maupun oleh pemerintah. Beberapa sektor, 

terutama yang dianggap strategis atau vital, mungkin 

dimiliki oleh pemerintah, sementara sektor-sektor lainnya 

dapat dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. 
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2. Pasar dan Harga Ditentukan oleh Permintaan dan 

Penawaran 

Pasar masih memainkan peran penting dalam 

menentukan harga barang dan jasa. Mekanisme pasaran 

memungkinkan interaksi antara permintaan dan 

penawaran untuk menetapkan harga secara relatif. 

3. Regulasi Pemerintah 

Pemerintah terlibat dalam merumuskan kebijakan dan 

regulasi yang memastikan adanya persaingan yang sehat, 

melindungi konsumen, dan menjaga stabilitas ekonomi. 

Hal ini mencakup regulasi harga, standar kualitas, dan 

perlindungan konsumen. 

4. Intervensi Pemerintah dalam Distribusi Kekayaan 

Pemerintah dapat terlibat dalam redistribusi kekayaan 

melalui kebijakan pajak progresif, program kesejahteraan, 

dan upaya-upaya lain untuk mengurangi ketidaksetaraan 

ekonomi. 

5. Tujuan Sosial dan Ekonomi 

Sistem ekonomi campuran mencoba untuk mencapai 

tujuan-tujuan ekonomi dan sosial sekaligus. Tujuan ini 

dapat mencakup pertumbuhan ekonomi, penciptaan 

lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat (Lundvall, 2016). 

6. Kebebasan Ekonomi dan Swasta 

Individu dan perusahaan masih memiliki kebebasan untuk 

berusaha dan berinvestasi. Swasta tetap berperan dalam 

kegiatan ekonomi, termasuk berpartisipasi dalam produksi 

dan distribusi barang dan jasa. 

7. Pendidikan dan Kesehatan Umum 

Pemerintah dapat memiliki peran aktif dalam penyediaan 

layanan pendidikan dan kesehatan untuk memastikan 
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akses yang lebih merata dan meningkatkan kapasitas 

manusia. 

8. Pasar Tenaga Kerja yang Fleksibel 

Pasar tenaga kerja dapat bersifat fleksibel, di mana 

hubungan antara pekerja dan pengusaha dapat ditentukan 

oleh mekanisme pasar, tetapi pemerintah juga dapat 

melibatkan diri dalam melindungi hak-hak pekerja dan 

memastikan kondisi kerja yang layak. 

1.5 Sistem Ekonomi Tradisional 

Sistem ekonomi tradisional adalah suatu bentuk organisasi 

ekonomi yang didasarkan pada kebiasaan, tradisi, dan norma-

norma sosial yang telah berlangsung turun-temurun di suatu 

masyarakat. Di dalam sistem ini, keputusan ekonomi dan alokasi 

sumber daya tidak ditentukan oleh mekanisme pasar, pemerintah, 

atau perusahaan swasta, tetapi lebih bergantung pada praktik-

praktik yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan 

masyarakat tersebut selama bertahun-tahun (Milonakis & Fine, 

2008). Berikut adalah beberapa ciri utama dari sistem ekonomi 

tradisional: 

1. Kepemilikan Bersama 

Sumber daya dan faktor produksi sering kali dimiliki 

bersama oleh komunitas atau kelompok-kelompok kecil 

dalam masyarakat. Konsep kepemilikan individual 

mungkin kurang dominan dibandingkan dengan 

kepentingan bersama. 

2. Pembagian Tenaga Kerja Berdasarkan Tradisi 

Pekerjaan dan peran dalam masyarakat ditentukan oleh 

tradisi dan kebiasaan. Misalnya, keahlian tertentu atau 

jenis pekerjaan dapat diwariskan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. 
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3. Produksi Berdasarkan Kebutuhan 

Produksi barang dan jasa dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan dan permintaan masyarakat. Tidak ada 

dorongan untuk memaksimalkan profit atau 

meningkatkan efisiensi produksi seperti dalam sistem 

ekonomi pasar. 

4. Peran Gender yang Terspesialisasi 

Sering kali, sistem ekonomi tradisional mencerminkan 

peran gender yang terspesialisasi, di mana pria dan wanita 

memiliki peran tertentu dalam kegiatan ekonomi 

berdasarkan norma-norma budaya. 

5. Distribusi Kekayaan yang Adat 

Distribusi kekayaan didasarkan pada aturan dan norma-

norma adat. Sering kali, konsep kepemilikan pribadi tidak 

sekuat dalam sistem ekonomi pasar. 

6. Siklus Hidup Berbasis Tradisi 

Siklus hidup, termasuk pernikahan, kelahiran, dan 

kematian, sering kali diatur oleh tradisi dan kebiasaan 

masyarakat. 

7. Harga Ditentukan oleh Nilai Tradisional 

Tidak seperti dalam sistem ekonomi pasar, di mana harga 

ditentukan oleh mekanisme pasar, dalam sistem ekonomi 

tradisional harga sering kali ditentukan oleh nilai-nilai dan 

norma-norma sosial. 

8. Sistem Barter dan Pertukaran 

Sering kali, pertukaran barang dan jasa dilakukan melalui 

sistem barter, di mana barang atau jasa satu kelompok 

diperdagangkan dengan barang atau jasa kelompok 

lainnya. 
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1.6 Sistem Ekonomi Indonesia 

Sistem ekonomi Indonesia adalah campuran antara 

ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Indonesia mengadopsi 

sistem ekonomi campuran untuk mencapai keseimbangan antara 

pasar bebas dan intervensi pemerintah dalam mengatur dan 

mengarahkan pembangunan ekonomi (Puja Pangestu et al., 2021).  

Sejak krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an, pemerintah 

Indonesia telah melakukan reformasi ekonomi yang signifikan, 

termasuk dalam hal liberalisasi sektor-sektor tertentu dan 

peningkatan iklim investasi. 

1.6.1 Sistem Ekonomi Orde Lama 

Sistem ekonomi Orde Lama (1945-1967) merupakan 

periode di mana Indonesia mengalami perubahan politik dan 

ekonomi setelah kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda (I. 

D. Kurniawan & Lahir, 2017). Beberapa karakteristik sistem 

ekonomi Orde Lama meliputi: 

1. Pemerintah yang langsung terlibat dan mengatur 

perekonomian, dengan fokus utama pada sektor public  

2. Pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, seperti 

pendidikan dan kesehatan  

3. Pengembangan ekonomi nasional dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat  

4. Nasionalisasi perusahaan dan pembangunan ekonomi 

lokal  

Meskipun sistem ekonomi Orde Lama menghadapi 

ketidakpastian dalam memperkembangkan ekonomi Indonesia, 

seperti ketimpangan ekonomi dan krisis moneter, pada akhirnya, 

sistem ini menjadi peralihan utama dalam mengatur ekonomi 

Indonesia hingga tahun 1967 
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1.6.2 Sistem Ekonomi Orde Baru 

Sistem ekonomi Orde Baru adalah sistem ekonomi yang 

diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden 

Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru, 

pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan 

jangka panjang untuk memulihkan krisis ekonomi yang terjadi di 

awal pemerintahan (Habib, 2021). Sistem ekonomi Orde Baru 

didasarkan pada konsep "sistem ekonomi terpimpin" yang 

menempatkan negara sebagai pengatur utama dalam 

perekonomian nasional. Beberapa kebijakan ekonomi yang 

diterapkan pada masa Orde Baru antara lain Repelita, Trilogi 

Pembangunan, dan 8 Jalur Pemerataan Ekonomi. Meskipun 

berhasil keluar dari krisis dan mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang cepat, sistem ekonomi Orde Baru juga menimbulkan 

ketimpangan ekonomi di Indonesia. Pada akhirnya, krisis 

ekonomi pada tahun 1998 menjadi penyebab runtuhnya rezim 

Orde Baru. 

Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun): 

Repelita adalah singkatan dari Rencana Pembangunan 

Lima Tahun, sebuah konsep perencanaan pembangunan ekonomi 

yang dijalankan dalam rentang waktu lima tahun. Repelita 

merupakan instrumen perencanaan strategis yang dirancang 

untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam jangka 

waktu yang terukur. 

Replita pertama Kali Diterapkan (1969): Repelita pertama 

kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1969. Repelita ini 

dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh 

Presiden Soeharto. Penerapan Repelita bertujuan untuk 

menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang terukur 

dan fokus. Setiap Repelita memiliki periode pelaksanaan selama 

lima tahun. Setiap lima tahun, pemerintah menyusun rencana 

pembangunan yang mencakup sektor ekonomi, sosial, dan politik 
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dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan pemerataan pembangunan. 

Dalam setiap Repelita, ditetapkan berbagai target 

pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, 

pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pendidikan dan 

kesehatan, serta berbagai aspek lainnya. Setiap sektor memiliki 

target khusus yang harus dicapai selama periode lima tahun 

tersebut. Repelita menjadi pedoman bagi pemerintah dalam 

mengarahkan investasi baik dari sektor pemerintah maupun 

swasta. Pengalokasian sumber daya dan investasi yang strategis 

diarahkan sesuai dengan prioritas dan target yang telah 

ditetapkan dalam Repelita. Pada akhir setiap periode lima tahun, 

dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target pembangunan. 

 Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menyusun 

Repelita berikutnya. Jika terdapat ketidaksesuaian atau 

perubahan kondisi, Repelita dapat direvisi agar tetap relevan 

dengan keadaan aktual. Melalui konsep Repelita, pemerintah 

dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara 

terencana dan terukur. Meskipun Repelita memberikan arah 

pembangunan yang jangka menengah, namun keberhasilannya 

tergantung pada implementasi yang baik, ketersediaan sumber 

daya, dan kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan 

perubahan kondisi ekonomi dan sosial. 

Trilogi Pembangunan  

Trilogi Pembangunan adalah suatu konsep pembangunan 

ekonomi yang diadopsi oleh pemerintahan Orde Baru di 

Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. 

Konsep ini mengedepankan tiga pilar utama untuk mencapai 

tujuan pembangunan yang holistik. Berikut adalah penjelasan 

lebih rinci tentang Trilogi Pembangunan: 
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1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi: 

Tujuan: Menciptakan kondisi di mana ekonomi Indonesia 

dapat tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap sebagai 

fondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Implementasi: Pemerintah fokus pada kebijakan-

kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, 

seperti pembangunan infrastruktur, liberalisasi ekonomi, 

dan promosi investasi baik dari dalam negeri maupun luar 

negeri. 

2. Stabilitas Politik dan Keamanan: 

Tujuan: Menciptakan lingkungan politik yang stabil dan 

aman untuk mendukung pelaksanaan kebijakan 

pembangunan. Stabilitas politik dianggap sebagai syarat 

penting agar investor merasa aman dan nyaman. 

Implementasi: Pemerintah menekankan pentingnya 

stabilitas politik dan keamanan dengan mengontrol dan 

mengatasi potensi konflik serta melibatkan berbagai pihak 

dalam proses pembangunan. 

3. Pemerataan Pembangunan: 

Tujuan: Mengurangi kesenjangan pembangunan 

antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Pemerataan 

dianggap sebagai upaya untuk mencegah akumulasi 

pembangunan hanya terfokus di daerah-daerah tertentu. 

Implementasi: Melalui program-program seperti 

transmigrasi, pengembangan infrastruktur di daerah-

daerah terpencil, dan alokasi anggaran pembangunan yang 

merata untuk memastikan manfaat pembangunan 

dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. 

Trilogi Pembangunan menjadi landasan utama kebijakan 

pemerintah Orde Baru dalam merancang dan melaksanakan 
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program pembangunan. Meskipun konsep ini berhasil mencapai 

beberapa pencapaian, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

pada beberapa periode, stabilitas politik yang relatif terjaga, dan 

sejumlah upaya pemerataan pembangunan, namun juga 

mendapat kritik terutama terkait dengan isu hak asasi manusia, 

korupsi, dan ketidaksetaraan sosial. Sejak reformasi pada akhir 

tahun 1990-an, berbagai konsep dan strategi pembangunan yang 

berbeda telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk 

mengatasi berbagai tantangan dan mendukung pembangunan 

yang lebih inklusif. 

8 Jalur Pemerataan Ekonomi 

8 Jalur Pemerataan Ekonomi merupakan inisiatif 

pemerintah Indonesia pada era Orde Baru untuk mengatasi 

ketidaksetaraan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. 

Program ini diperkenalkan untuk mengarahkan pembangunan 

ekonomi ke daerah-daerah yang masih tertinggal agar hasil 

pembangunan tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. Berikut adalah 

penjelasan lebih rinci tentang konsep 8 Jalur Pemerataan 

Ekonomi: 

1. Jalur Industri 

Tujuan: Pengembangan sektor industri di luar Jawa untuk 

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, 

dan mendiversifikasi struktur ekonomi. 

Implementasi: Pendirian pusat-pusat industri dan pabrik 

di daerah-daerah tertinggal untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal. 

2. Jalur Pertanian 

Tujuan: Meningkatkan produktivitas sektor pertanian di 

luar Jawa, termasuk pengembangan sistem irigasi, 

penyediaan sarana produksi, dan peningkatan kualitas 

tanah. 
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Implementasi: Pemberian dukungan kepada petani 

melalui program-program bantuan teknis, permodalan, 

dan pengembangan infrastruktur pertanian. 

3. Jalur Pendidikan 

Tujuan: Menyediakan akses pendidikan yang merata di 

seluruh Indonesia, meningkatkan kualitas pendidikan, dan 

mendukung pengembangan sumber daya manusia di 

daerah-daerah terpencil. 

Implementasi: Pembangunan sekolah, penyediaan 

beasiswa, dan program-program peningkatan kualitas 

guru di daerah-daerah terpencil. 

4. Jalur Kesehatan 

Tujuan: Meningkatkan akses masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan, mengurangi angka kematian ibu dan 

anak, serta meningkatkan kesehatan masyarakat di luar 

Jawa. 

Implementasi: Pembangunan puskesmas, pelatihan tenaga 

kesehatan, dan penyediaan fasilitas kesehatan dasar di 

daerah-daerah tertinggal. 

5. Jalur Perkebunan 

Tujuan: Mengembangkan sektor perkebunan di luar Jawa, 

seperti kelapa sawit, karet, dan lainnya, untuk 

meningkatkan pendapatan petani dan menciptakan 

lapangan kerja.  

Implementasi: Pemberian dukungan teknis, permodalan, 

dan pengembangan infrastruktur perkebunan di daerah-

daerah tertentu. 

6. Jalur Pariwisata 

Tujuan: Mengembangkan potensi pariwisata di luar Jawa 

untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan 

lapangan kerja di sektor pariwisata. 
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Implementasi: Pembangunan sarana pariwisata, promosi 

destinasi wisata, dan pelatihan sumber daya manusia di 

sektor pariwisata. 

7. Jalur Transmigrasi 

Tujuan: Mendorong transmigrasi penduduk dari Pulau 

Jawa ke daerah-daerah yang masih jarang dihuni untuk 

mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. 

Implementasi: Program transmigrasi dengan menyediakan 

fasilitas pendukung, seperti perumahan, perkebunan, dan 

infrastruktur pendukung lainnya di daerah tujuan. 

8. Jalur Transmigrasi Industri: 

Tujuan: Menciptakan kawasan industri baru di luar Jawa 

melalui program transmigrasi industri untuk meratakan 

pembangunan industri di seluruh Indonesia. 

Implementasi: Pemindahan sebagian industri dari Jawa ke 

luar Jawa dan pembangunan kawasan industri baru di 

daerah-daerah tertentu. 

Melalui implementasi 8 Jalur Pemerataan Ekonomi, 

pemerintah Indonesia berupaya menciptakan kesejahteraan 

ekonomi yang merata di seluruh nusantara dan mengurangi 

disparitas antara Pulau Jawa dan daerah-daerah lainnya. Program 

ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di luar 

Jawa melalui langkah-langkah strategis, seperti pengembangan 

industri dan pertanian, peningkatan akses pendidikan dan 

kesehatan, serta pemerataan infrastruktur. Dengan mengejar 

pemerataan di berbagai sektor, pemerintah bertujuan 

memastikan bahwa hasil pembangunan tidak hanya terakumulasi 

di wilayah tertentu, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia 

dapat menikmati manfaatnya secara merata. Upaya ini 

diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat 

integrasi dan kesatuan pembangunan di seluruh negeri. 
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1.6.3 Sistem Ekonomi Era Reformasi 

Sistem ekonomi Era Reformasi (1998-2004) merupakan 

periode di mana Indonesia mengalami reformasi ekonomi yang 

lebih inklusif dan demokratis setelah krisis moneter 1997/1998. 

Beberapa karakteristik sistem ekonomi Era Reformasi meliputi: 

1. Pemulihan ekonomi dari krisis moneter 1997/1998, yang 

menjadi impetus untuk reformasi ekonomi yang lebih 

inklusif dan demokratis. 

2. Penghapusan monopoli pada sektor-sektor tertentu, 

seperti energi dan telekomunikasi, untuk meningkatkan 

persaingan dan efisiensi sektor-sektor tersebut, serta 

memperkuat perlindungan konsumen. 

3. Mendorongan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

dengan mendorong investasi pada sektor-sektor yang 

kurang berkembang, seperti pariwisata, pertanian, dan 

kreatif. 

4. Perubahan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan 

berkelanjutan, yang mencakup kebijakan moneter, fiskal, 

korporasi, dan perbankan. 

5. Peningkatan pendapatan melalui pajak, cukai, dan 

mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah. 

Sistem ekonomi Era Reformasi menghasilkan 

pertumbuhan sektor swasta yang lebih kuat dan meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi 

(Styaningrum, 2021). Namun, Indonesia masih menghadapi 

sejumlah tantangan dalam sektor ekonomi, seperti ketimpangan 

ekonomi yang masih cukup tinggi, kesenjangan antara wilayah 

perkotaan dan pedesaan, serta masih rendahnya tingkat 

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
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BAB 2  
Sistem  
Ekonomi Kapitalisme 

 

2.1 Definisi Sistem Ekonomi Kapitalisme 

Sistem Ekonomi Kapitalisme adalah paradigma ekonomi 

yang menandai kepemilikan dan pengoperasian faktor produksi 

utama, termasuk tanah, modal, dan tenaga kerja, oleh sektor 

swasta (Friedman, 1962). Dalam kerangka kapitalisme, 

mekanisme pasar memainkan peran sentral dalam pengambilan 

keputusan ekonomi, diatur oleh prinsip-prinsip hukum 

penawaran dan permintaan. Esensi kapitalisme terletak pada 

pencapaian keuntungan melalui persaingan pasar dan inisiatif 

swasta, memberikan kebebasan kepada perusahaan dan individu 

untuk mengejar laba sejalan dengan keberanian untuk mengambil 

risiko. 

Pentingnya pasar bebas dalam konteks kapitalisme 

menonjolkan efisiensi mekanisme pasar, di mana harga dan 

alokasi sumber daya ditentukan oleh interaksi kekuatan pasar 

tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah. Sifat inovatif 
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kapitalisme menjadi ciri khasnya, di mana persaingan antar 

perusahaan mendorong terciptanya inovasi untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya saing. 

Meskipun pemerintah masih memiliki peran dalam 

mengatur dan mengawasi, tren utama dalam kapitalisme 

menunjukkan kecenderungan memberikan ruang lebih besar bagi 

inisiatif swasta dan mekanisme pasar untuk mengatur dinamika 

ekonomi. Namun, keberlanjutan kapitalisme menjadi subyek 

pertanyaan terkait dampak sosial dan lingkungan. Kritik terhadap 

sistem ini menyoroti potensi ketidaksetaraan ekonomi dan 

dampak negatif terhadap lingkungan alam. 

Dalam prakteknya, banyak negara yang mengadopsi 

sistem ekonomi kapitalisme dihadapkan pada tuntutan untuk 

mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Kesimpulannya, Sistem Ekonomi Kapitalisme menciptakan 

lingkungan yang mempromosikan inovasi, efisiensi, dan 

kebebasan individu sebagai pilar utamanya. Namun, untuk 

memastikan kesinambungan, kapitalisme harus dikelola dengan 

bijak untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan, 

menjadikan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan 

tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama. 

2.2 Sejarah Pengembangan Kapitalisme di Indonesia 

Sejarah perkembangan kapitalisme di Indonesia 

mengalami perjalanan yang kompleks, terkait erat dengan periode 

kolonial dan dinamika ekonomi global. Pada awal abad ke-17, 

VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) Belanda 

menjalankan praktik kolonialisme di Indonesia, membawa serta 

konsep kapitalisme yang menfokuskan pada eksploitasi sumber 

daya alam, khususnya rempah-rempah. Sistem tanam paksa dan 

monopoli perdagangan VOC membentuk dasar kapitalisme di 

Indonesia, yang terkait erat dengan permintaan pasar Eropa 

(Widodo, 2006). 
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Selama masa penjajahan Jepang selama Perang Dunia II, 

Indonesia mengalami transformasi ekonomi yang signifikan. 

Jepang menggantikan sistem tanam paksa dengan model ekonomi 

kapitalis yang melibatkan perusahaan swasta. Meskipun periode 

ini relatif singkat, dampaknya tetap meninggalkan jejak pada 

perkembangan ekonomi pasca-kemerdekaan. 

Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah 

Indonesia berusaha membentuk sistem ekonomi yang lebih 

mandiri. Proses nasionalisasi melibatkan pengambilalihan 

perusahaan asing oleh pemerintah, membentuk fondasi bagi 

kapitalisme yang lebih nasional. Pada masa Orde Baru di bawah 

pemerintahan Soeharto, Indonesia menerapkan kebijakan 

pembangunan ekonomi berbasis pasar dengan melibatkan sektor 

swasta, memperkuat pengaruh kapitalisme dalam pembangunan 

ekonomi nasional. 

Setelah mengalami krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-

an, Indonesia meneruskan reformasi ekonomi dengan lebih 

terlibat dalam ekonomi global. Keterbukaan ekonomi 

ditingkatkan, dan sektor swasta semakin menjadi penggerak 

utama pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, tantangan 

seperti ketidaksetaraan ekonomi dan isu lingkungan mulai 

menarik perhatian, memicu perdebatan tentang bagaimana 

kapitalisme dapat dikelola secara berkelanjutan di masa depan. 

2.2 Peran Swasta dalam Sistem Kapitalis 

Peran sektor swasta dalam sistem ekonomi kapitalis 

melibatkan sejumlah fungsi kunci yang secara esensial 

mendukung dinamika pasar dan pertumbuhan ekonomi. Aspek-

aspek kunci ini melibatkan interaksi kompleks antara perusahaan 

swasta, pasar keuangan, dan tenaga kerja dalam mencapai tujuan 

keuntungan dan pertumbuhan ekonomi (David & David, 2017). 

Berikut adalah pemperpanjang dan penjelasan lebih rinci terkait 

peran swasta dalam konteks kapitalisme: 
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1. Inovasi dan Pengembangan: Sebagai katalis inovasi, 

perusahaan swasta bukan hanya menjadi pesaing pasar 

tetapi juga pemain kunci dalam mendorong penelitian dan 

pengembangan. Dorongan untuk mencapai keuntungan 

menghasilkan persaingan sehat antara perusahaan, 

memicu upaya inovatif untuk menciptakan produk, 

teknologi, dan layanan baru. Ini memberikan kontribusi 

signifikan pada dinamika kemajuan teknologi dan 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Penciptaan Lapangan Kerja: Sektor swasta tidak hanya 

menyediakan lapangan kerja secara substansial tetapi juga 

membentuk kerangka dasar hubungan antara majikan dan 

karyawan dalam konteks kapitalisme. Pekerjaan yang 

diciptakan oleh perusahaan swasta tidak hanya 

mendukung keberlangsungan operasional mereka tetapi 

juga memberikan kontribusi positif pada tingkat 

pengangguran dalam masyarakat. 

3. Pembiayaan Investasi: Peran swasta dalam menyediakan 

modal melalui pasar keuangan dan investor swasta 

memainkan peran integral dalam mendukung investasi 

dan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh dana dari pasar keuangan 

memungkinkan mereka untuk memulai atau memperluas 

operasi mereka, menciptakan lingkungan ekonomi yang 

lebih dinamis. 

4. Pertumbuhan Ekonomi: Perusahaan swasta berfungsi 

sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi melalui 

dorongan untuk mencapai keuntungan. Upaya untuk 

memaksimalkan efisiensi dan produktivitas mendorong 

peningkatan output ekonomi secara keseluruhan. 

Partisipasi aktif perusahaan swasta dalam pasar 

memberikan kontribusi pada peningkatan PDB dan 

kemajuan ekonomi nasional. 
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5. Fleksibilitas dan Responsif Terhadap Pasar: 

Fleksibilitas perusahaan swasta memainkan peran kunci 

dalam menjaga ketanggapan terhadap perubahan pasar 

dan dinamika konsumen. Kemampuan untuk dengan 

cepat menyesuaikan strategi bisnis mereka, mengikuti tren 

pasar, dan merespons perubahan kebutuhan konsumen 

memberikan keunggulan kompetitif yang vital dalam 

lingkungan bisnis yang berubah cepat. 

2.3 Dampak Sosial dan Lingkungan Kapitalisme  

Dalam perspektif kapitalisme, dampak sosial dan 

lingkungan muncul sebagai fenomena kompleks dan 

multidimensional yang memerlukan pemahaman yang 

mendalam. Meskipun kapitalisme telah memberikan kontribusi 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi, tidak dapat 

diabaikan bahwa dampak negatifnya terhadap aspek sosial dan 

lingkungan juga memerlukan perhatian yang serius (Jackson, 

2009). 

1. Ketidaksetaraan Sosial: Salah satu dampak sosial 

kapitalisme yang menjadi perdebatan adalah peningkatan 

ketidaksetaraan ekonomi. Fokus utama pada pencapaian 

keuntungan dapat menghasilkan kesenjangan pendapatan 

yang substansial, yang menciptakan divisi antara berbagai 

kelas sosial. Peningkatan ketidaksetaraan ini dapat 

mengakibatkan masalah sosial, seperti ketidaksetaraan 

dalam pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan. 

2. Kesejahteraan Pekerja: Meskipun kapitalisme 

memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi, 

perhatian terhadap kondisi kerja dan hak pekerja menjadi 

sorotan. Tekanan untuk memaksimalkan keuntungan 

dapat menyebabkan eksploitasi tenaga kerja, kurangnya 

keamanan pekerjaan, dan pengurangan manfaat sosial. 

Dampak negatif ini dapat merugikan kesejahteraan dan 

kebahagiaan pekerja. 
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3. Krisis Lingkungan: Model ekonomi kapitalis sering kali 

mengorbankan keberlanjutan lingkungan demi 

pencapaian tujuan ekonomi. Eksploitasi sumber daya 

alam, polusi, dan dampak perubahan iklim adalah 

konsekuensi yang sering kali terkait dengan praktik bisnis 

kapitalis yang tidak terkendali. Keberlanjutan lingkungan 

mungkin diabaikan demi pencapaian target keuangan 

yang lebih cepat. 

4. Konsumisme Berlebihan: Kapitalisme sering dikaitkan 

dengan budaya konsumsi berlebihan. Dorongan untuk 

mencapai keuntungan maksimal dapat merangsang 

promosi konsumsi berlebihan dan pemborosan sumber 

daya. Dampaknya tidak hanya berdampak pada 

lingkungan tetapi juga menyumbang pada 

ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya 

global. 

5. Krisis Kesehatan Mental: Tekanan untuk mencapai 

kesuksesan ekonomi dalam lingkungan kapitalis dapat 

memberikan tekanan yang signifikan pada individu. 

Persaingan yang ketat dan tuntutan untuk terus 

meningkatkan hasil keuangan dapat berkontribusi pada 

munculnya masalah kesehatan mental seperti stres, 

kelelahan, dan kecemasan. 

2.3 Regulasi Pemerintah dalam Konteks Kapitalisme  

Regulasi pemerintah dalam konteks kapitalisme berfungsi 

sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara 

kebebasan ekonomi dan perlindungan kepentingan publik. 

Berbagai aspek regulasi pemerintah mencakup beragam dimensi 

untuk memastikan bahwa dinamika pasar berjalan efisien dan adil 

(Stiglitz, 2010). Berikut adalah pemperpanjang dan penjelasan 

lebih rinci terkait aspek-aspek utama regulasi pemerintah dalam 

sistem kapitalis: 
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1. Perlindungan Konsumen: Pemerintah memainkan 

peran sentral dalam melindungi konsumen dari praktik 

bisnis yang merugikan. Regulasi konsumen melibatkan 

penetapan standar keamanan produk, pemberian 

informasi yang akurat kepada konsumen, dan pengakuan 

hak konsumen untuk menghindari praktik penipuan atau 

penjualan yang merugikan. Melalui badan pengawas dan 

peraturan, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan 

di mana konsumen dapat berinteraksi dengan pasar secara 

aman dan terinformasi. 

2. Persaingan yang Adil: Untuk mencegah monopoli dan 

memastikan persaingan yang adil, pemerintah melakukan 

regulasi industri. Hal ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa tidak ada praktik bisnis yang menghambat pesaing 

atau menciptakan pasar yang tidak efisien. Pembentukan 

badan antimonopoli dan regulasi persaingan membantu 

menciptakan iklim bisnis yang sehat dan memberikan 

peluang yang setara bagi semua pemangku kepentingan. 

3. Pengaturan Lingkungan: Pemerintah memiliki peran 

kunci dalam mengatur dampak industri terhadap 

lingkungan. Ini mencakup pengaturan terkait emisi 

polutan, pengelolaan limbah, dan pelestarian sumber daya 

alam. Regulasi lingkungan bertujuan untuk menjaga 

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan 

keberlanjutan lingkungan, memastikan bahwa praktik 

bisnis tidak merugikan lingkungan. 

4. Pengaturan Keuangan: Pemerintah dapat mengatur 

sektor keuangan untuk mencegah ketidakstabilan 

ekonomi, melibatkan pengawasan terhadap praktik 

keuangan yang merugikan dan mengelola risiko sistemik. 

Pembentukan badan pengawas keuangan bertujuan untuk 

memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi secara 

aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

keuangan yang sehat. 
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5. Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah memiliki peran 

strategis dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja 

untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Ini 

mencakup program pendidikan yang mendukung inovasi 

dan teknologi baru, serta pelatihan untuk mengatasi 

ketidakcocokan keterampilan di pasar tenaga kerja. 

Keterlibatan pemerintah dalam memperkuat kualifikasi 

tenaga kerja menjadi aspek vital dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

6. Kesejahteraan Sosial: Pemerintah dapat menerapkan 

kebijakan kesejahteraan sosial untuk meredakan dampak 

ketidaksetaraan yang mungkin timbul dari sistem 

kapitalis. Program-program seperti bantuan keuangan, 

tunjangan pengangguran, dan layanan kesehatan universal 

menjadi instrumen penting untuk mengurangi disparitas 

sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan. 

2.4 Tantangan dan Peluang dalam Mengadopsi 
Sistem Ekonomi Kapitalis  

Sistem ekonomi kapitalis, dengan dasar prinsip inisiatif 

swasta, persaingan pasar, dan pencapaian keuntungan, membawa 

bersamaan tantangan dan peluang yang perlu dipahami secara 

mendalam (Micklethwait & Wooldridge, 2003).  

Tantangan: 

1. Ketidaksetaraan Ekonomi: Salah satu tantangan utama 

dalam mengadopsi sistem ekonomi kapitalis adalah 

meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi. Fokus pada 

keuntungan individu dan perusahaan dapat 

mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang signifikan, 

menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap 

sumber daya dan peluang. 
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2. Dampak Lingkungan yang Negatif: Sistem kapitalis, 

terutama jika tidak diatur dengan baik, dapat memberikan 

dampak negatif pada lingkungan. Dorongan untuk 

mencapai keuntungan dapat menyebabkan eksploitasi 

sumber daya alam, polusi, dan perubahan iklim, membawa 

tantangan serius terhadap keberlanjutan lingkungan. 

3. Krisis Keuangan dan Ketidakstabilan Ekonomi: 

Kapitalisme cenderung menyertai risiko keuangan dan 

ketidakstabilan ekonomi. Krisis keuangan dapat timbul 

dari spekulasi berlebihan, perubahan pasar global, atau 

kelalaian pengawasan, menciptakan tantangan serius bagi 

stabilitas ekonomi nasional dan global. 

4. Tantangan Kesejahteraan Sosial: Sistem kapitalis dapat 

menimbulkan tantangan terhadap kesejahteraan sosial, 

terutama jika tidak ada sistem perlindungan yang 

memadai. Kurangnya akses ke layanan kesehatan, 

pendidikan, dan perlindungan sosial dapat menciptakan 

ketidaksetaraan dan menghambat pembangunan manusia 

yang berkelanjutan. 

Peluang: 

1. Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Sistem kapitalis 

dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi 

dan pertumbuhan ekonomi. Dorongan untuk mencapai 

keuntungan mendorong perusahaan untuk berinovasi, 

menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan efisiensi, 

yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi. 

2. Kebebasan Individu dan Kewirausahaan: Kapitalisme 

memberikan kebebasan individu untuk mengejar peluang 

bisnis dan kewirausahaan. Ini menciptakan masyarakat 

yang dinamis di mana individu dapat mengambil risiko 

untuk mencapai keberhasilan finansial dan menciptakan 

nilai tambah dalam perekonomian. 
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3. Pengentasan Kemiskinan: Meskipun kapitalisme dapat 

menyebabkan ketidaksetaraan, namun juga dapat 

memberikan peluang untuk mengentaskan kemiskinan. 

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat menciptakan 

peluang kerja dan meningkatkan standar hidup bagi 

sebagian besar masyarakat. 

4. Responsif terhadap Perubahan: Sistem kapitalis secara 

alamiah responsif terhadap perubahan pasar dan 

kebutuhan konsumen. Ini memungkinkan adaptasi yang 

cepat terhadap tren baru, teknologi, dan perubahan 

lingkungan global. 

2.5 Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Lainnya  

Perbandingan sistem ekonomi kapitalis dengan sistem 

ekonomi lainnya mengungkap perbedaan fundamental dalam 

cara sumber daya dialokasikan, kepemilikan faktor produksi, dan 

peran pemerintah(Samuelson & Nordhaus, 2010). Dua sistem 

ekonomi yang sering dibandingkan dengan kapitalisme adalah 

sosialisme dan ekonomi campuran. 

1.  Kapitalisme vs. Sosialisme: 

• Kepemilikan Faktor Produksi: Dalam sistem kapitalis, 

kepemilikan swasta terhadap faktor produksi memberikan 

insentif kepada individu dan perusahaan untuk mencapai 

efisiensi dan inovasi. Ini memicu persaingan sehat di pasar, 

yang diharapkan akan menciptakan nilai tambah dan 

pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, sosialisme mengejar 

kepemilikan kolektif atau negara atas faktor produksi 

untuk mengeliminasi ketidaksetaraan yang dihasilkan oleh 

kepemilikan swasta. Tujuannya adalah menciptakan 

distribusi kekayaan yang lebih merata di antara 

masyarakat. 
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• Pengambilan Keputusan Ekonomi: Kapitalisme 

mengandalkan mekanisme pasar yang ditentukan oleh 

hukum penawaran dan permintaan. Keputusan ekonomi 

dibuat oleh individu dan perusahaan yang merespons 

kebutuhan dan keinginan pasar. Sosialisme, di sisi lain, 

mengadopsi perencanaan sentral di mana pemerintah 

memiliki peran dominan dalam mengatur produksi dan 

mengarahkan alokasi sumber daya. Ini bertujuan untuk 

menghilangkan ketidaksetaraan dan mencapai kontrol 

kolektif atas ekonomi. 

• Distribusi Kekayaan: Dalam kapitalisme, distribusi 

kekayaan tidak terhindarkan, dan kesenjangan antar kelas 

sosial dapat terjadi. Ini dapat merangsang motivasi dan 

inovasi, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan ekonomi 

yang signifikan. Sebaliknya, sosialisme berusaha 

mengurangi kesenjangan pendapatan dengan cara 

mengendalikan kepemilikan dan distribusi kekayaan 

melalui peran aktif pemerintah. 

• Kebebasan Individu: Kapitalisme menempatkan 

kebebasan individu sebagai nilai utama, memberikan hak 

kepada individu untuk memiliki, membeli, dan menjual 

barang dan jasa sesuai dengan kepentingan ekonomi 

mereka. Sosialisme, sementara itu, dapat membatasi 

kebebasan individu dalam mengelola sumber daya dan 

kekayaan pribadi guna mencapai keadilan sosial. 

• Efisiensi dan Inovasi: Kapitalisme dikenal karena 

memotivasi efisiensi ekonomi dan inovasi. Persaingan 

antar perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar 

mendorong peningkatan kualitas produk dan pelayanan. 

Di sisi lain, sosialisme mungkin menghadapi tantangan 

dalam memotivasi inovasi karena kurangnya insentif 

finansial secara langsung untuk individu dan perusahaan. 
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2. Kapitalisme vs. Ekonomi Campuran: 

• Peran Pemerintah: Dalam sistem kapitalis, peran 

pemerintah lebih terbatas dan fokus pada memastikan 

perlindungan hak milik, menegakkan hukum, dan 

mengatur pasar agar beroperasi secara adil. Ekonomi 

campuran mencakup campur tangan pemerintah yang 

lebih besar dalam mengatur ekonomi. Pemerintah dapat 

mengambil peran aktif dalam menyediakan layanan sosial, 

mengendalikan monopoli, dan menyeimbangkan 

distribusi pendapatan melalui pajak dan kebijakan sosial. 

• Kebebasan Pasar: Kapitalisme menekankan kebebasan 

pasar dan mekanisme pasar yang tidak terhalang. Dalam 

lingkungan ini, persaingan di antara perusahaan dianggap 

sebagai pendorong utama efisiensi dan inovasi. Di sisi lain, 

ekonomi campuran menyelaraskan kebebasan pasar 

dengan tanggung jawab sosial. Pemerintah terlibat dalam 

mengendalikan aspek-aspek tertentu dari ekonomi untuk 

mencapai keseimbangan antara keuntungan dan 

kesejahteraan sosial. 

• Distribusi Pendapatan: Kapitalisme cenderung 

menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan 

karena persaingan pasar yang intens. Ekonomi campuran, 

sementara tetap memungkinkan ketidaksetaraan, dapat 

menggunakan pajak progresif dan kebijakan redistribusi 

untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat 

kesejahteraan sosial. 

• Tujuan Ekonomi: Kapitalisme memiliki tujuan utama 

mencapai keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi 

lain, ekonomi campuran menggabungkan tujuan 

keuntungan dengan kepentingan kesejahteraan sosial. 

Pemerintah berperan dalam mencapai tujuan ekonomi 

dan mengatasi ketidaksetaraan. 
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• Perlindungan Konsumen dan Lingkungan: 

Kapitalisme umumnya lebih fokus pada kebebasan 

konsumen dan kurangnya regulasi pasar. Ekonomi 

campuran menempatkan penekanan khusus pada 

perlindungan konsumen dan lingkungan melalui regulasi 

pemerintah yang lebih aktif dan kontrol terhadap praktik 

bisnis. 
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BAB 7 
Ekonomi Pancasila 

 

7.1 Pilar Perwujudan Ekonomi Pancasila 

Pilar perwujudan ekonomi pancasila mencakup nilai-nilai 

dan prinsip-prinsip ekonomi yang diilhami oleh ajaran Pancasila. 

Ekonomi Pancasila menekankan pentingnya menciptakan 

keseimbangan dalam pembangunan ekonomi, sehingga semua 

lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Prinsip 

ini berusaha mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang 

besar antara kelompok-kelompok masyarakat. Pancasila 

mendukung kepemilikan yang adil dan merata, baik dalam hal 

sumber daya alam meupun peluang ekonomi. Prinsip ini menolak 

monopoli dan oligopoli yang dapat merugikan kepentingan 

bersama (Agusalim et al., 2018).  

Masyarakat diharapkan ikut serta secara aktif dalam 

pembangunan ekonomi. Partisipasi ini dapat terwujud melalui 

mekanisme demokratis dan partisipatif dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Ekonomi Pancasila menegaskan perlunya 

keadilan sosial dalam distribusi hasil ekonomi. Kesejahteraan 

sosial diukur tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 
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dari sejauh mana hasil ekonomi tersebut memberikan manfaat 

kepada seluruh masyarakat. Prinsip gotong-royong dan solidaritas 

masyarakat sangat ditekankan dalam ekonomi Pancasila. 

Kerjasama dan tolong-menolong antar anggota masyarakat 

menjadi landasan untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

Ekonomi Pancasila harus berlandaskan pada nilai-nilai 

moral dan etika yang tinggi. Pengusaha, pelaku ekonomi, dan 

seluruh masyarakat diharapkan menjalankan kegiatan ekonomi 

dengan penuh tanggung jawab moral dan sosial. Konsep 

pembangunan ekonomi dalam bingkai Pancasila harus 

berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Keberlanjutan 

ekonomi harus memperhatikan kebutuhan generasi mendatang 

dan menjaga keseimbangan ekologis. Perwujudan ekonomi 

Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga 

melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Implementasi 

pilar-pilar tersebut dapat terlihat dalam kebijakan ekonomi, 

regulasi, serta perilaku dan budaya ekonomi di masyarakat (Adha 

& Susanto, 2020). 

7.2 Corak Ekonomi Pancasila 

Corak ekonomi Pancasila mencakup pola atau 

karakteristik ekonomi yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila. Beberapa ciri atau corak ekonomi yang dapat 

diidentifikasi dalam konteks ekonomi Pancasila, antara lain: 

(Tjakrawerdaja et al., 2017). 

1. Keseimbangan Pembangunan 

Mendorong pembangunan ekonomi yang seimbang antara 

sektor-sektor ekonomi dan wilayah-wilayah geografis 

untuk menghindari ketidaksetaraan. 

2. Pemberdayaan Masyarakat 

Memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam 

kegiatan ekonomi dan pembangunan, sehingga dapat 

merasakan manfaat secara langsung. 
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3. Kepemilikan yang Merata 

Mendorong kepemilikan yang merata atas sumber daya 

ekonomi, termasuk tanah, modal, dan peluang usaha. 

4. Partisipasi Demokratis 

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, yang dapat tercermin 

dalam mekanisme demokratis dan partisipatif. 

5. Distribusi Keadilan Sosial 

Memastikan distribusi hasil ekonomi secara adil untuk 

mencapai keadilan sosial, termasuk perlindungan 

terhadap kelompok masyarakat yang lebih lemah. 

6. Gotong Royong dan Solidaritas 

Mendorong semangat gotong royong dan solidaritas dalam 

kegiatan ekonomi, di mana masyarakat saling bekerja 

sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

7. Pembangunan Berkelanjutan 

Memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan 

sumber daya ekonomi untuk memastikan bahwa 

kebutuhan generasi masa depan juga dapat terpenuhi. 

8. Moral dan Etika 

Ekonomi Pancasila harus berlandaskan pada nilai-nilai 

moral dan etika yang tinggi, mencakup integritas, 

kejujuran, dan tanggung jawab sosial. 

9. Pencapaian Kesejahteraan 

Tujuan utama ekonomi Pancasila adalah mencapai 

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan 

hanya pertumbuhan ekonomi yang semata. 

7.3 Operasionalisasi Ekonomi Pancasila 

Konsep operasionalisasi ekonomi Pancasila mencakup 

langkah-langkah atau strategi konkret yang diambil untuk 
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mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi yang 

terkandung dalam Pancasila (Agussalim, 2019).  

7.3.1 Kebijakan Pembangunan Ekonomi 

Beberapa langkah konkret yang dapat diambil dalam 

konteks kebijkan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada 

nilai-nilai Pancasila. Dalam perumusan kebijakan yang 

mencerminkan nilai-nilai Pancasila, membentuk tim atau 

lembaga khusus yang bertugas merumuskan kebijakan ekonomi 

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Pancasila. 

Memastikan bahwa setiap kebijakan yang diusulkan atau 

diimplementasikan mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, 

keadilan, dan pemberdayaan masyarakat. Infrastriktur yang 

merata dengan menetapkan kebijakan untuk mengembangkan 

infrastruktur di seluruh wilayah negara secara merata, 

mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. 

Memastikan bahwa infrastruktur mendukung aksesibilitas dan 

keterjangkauan masyarakat terhadap layanan dasar seperti 

pendidikan, kesehatan, dan transportasi.  

Dengan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil 

menengah yaitu dapat mengembangkan kebijakan untuk 

mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan 

keterampilan, akses terhadap kredit, dan pembentukan koperasi. 

Memberikan insentif dan dukungan khusus untuk pertumbuhan 

dan perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) agar dapat 

berperan aktif dalam perekonomian. Dalam kebijakan 

kesejahteraan sosial, menetapkan kebijakan perlindungan sosial 

dan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang rentan, seperti 

kaum miskin, lansia, dan difabel. Membangun sistem jaminan 

sosial yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. 

Dalam konteks pola distribusi yang adil dapat menetapkan 

kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang 

memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan 

pelestarian lingkungan serta menerapkan insentif untuk praktik 
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ekonomi yang ramah lingkungan. Selain itu, meningkatkan 

pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai 

Pancasila, khususnya dalam konteks ekonomi dan memasukkan 

materi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal 

dan informal. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan ekonomi melalui konsultasi, 

musyawarah, atau mekanisme partisipasi lainnya. 

7.3.2 Operasionalisasi Ekonomi Pancasila Sila Pertama 

Sila pertama dalam Pancasila adalah “Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Operasionalisasi ekonomi Pancasila dengan merujuk 

pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat mencakup beberapa 

aspek berikut: 

1. Pengakuan Keberadaan Tuhan 

Menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam tatanan 

ekonomi dengan mengakui keberadaaan Tuhan sebagai 

landasan moral dan etika dalam kegiatan ekonomi. 

2. Etika Bisnis Berbasis Agama 

Mengembangkan etika bisnis yang mencerminkan nilai-

nilai agama, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung 

jawab sosial. 

3. Pemberdayaan Umat Beragama 

Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung 

pemberdayaan umat beragama dalam kegiatan ekonomi, 

termasuk memberikan ruang bagi praktik bisnis yang 

sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. 

4. Keberagaman dan Toleransi 

Mendorong keberagaman dalam kegiatan ekonomi dan 

memastikan adanya toleransi terhadap perbedaan 

keyakinan dalam lingkungan bisnis. 

  



 

90  Sistem Ekonomi Indonesia 

5. Sosialisasi Nilai-Nilai Keagamaan 

Melibatkan lembaga keagamaan dalam menyosialisasikan 

nilai-nilai keagamaan yang dapat membimbing praktik 

ekonomi. 

6. Penggunaan Dana Zakat dan Infak 

Mengembangkan program atau kebijakan yang mengatur 

penggunaan dana zakat dan infak untuk tujuan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. 

7. Kebijakan yang Mempertimbangkan Nilai-Nilai Agama 

Menyusun kebijakan ekonomi yang mempertimbangkan 

dan mengakomodasi nilai-nilai agama dalam konteks 

regulasi dan praktik bisnis. 

8. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia 

Menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam konteks 

keagamaan, termasuk hak beribadah dan kebebasan 

berkeyakinan. 

9. Kerjasama Lintas Agama 

Mendorong kerjasama ekonomi lintas agama untuk 

menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif dan saling 

menghormati. 

10. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan 

Menggandeng pemangku kepentingan agama dalam 

mengembangkan strategi pembangunan ekonomi 

berkelanjutan yang memperhatikan nilai-nilai keagamaan. 
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7.3.3 Operasionalisasi Ekonomi Pancasila Sila Kedua 

Tabel 1.1 Tabel operasionalisasi ekonomi Pancasila dengan merujuk 
pada Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

Aspek Operasionalisasi Penjelasan 

Pendidikan dan Pelatihan Menyelenggarakan program 

pendidikan dan pelatihan 

keterampilan untuk meningkatkan 

kapasitas ekonomi masyarakat. 

Kesehatan dan Pelayanan Sosial Menerapkan kebijakan kesehatan 

dan pelayanan sosial yang merata 

untuk memastikan akses layanan 

kesehatan dan sosial. 

Ketenagakerjaan  Menetapkan kebijakan 

ketenagakerjaan yang melindungi 

hak pekerja dan mengatasi isu-isu 

ketidaksetaraan di tempat kerja. 

Hak Asasi Manusia Memastikan penghormatan dan 

perlindungan hak asasi manusia 

dalam konteks ketenagakerjaan 

dan kegiatan ekonomi lainnya. 

Kesetaraan Gender Mendorong kesetaraan gender 

dalam peluang pekerjaan, upah, 

dan akses terhadap sumber daya 

ekonomi. 

Perlindungan Konsumen Menetapkan regulasi yang kuat 

untuk melindungi hak konsumen 

dan menghindari praktik bisnis 

yang merugikan masyarakat. 

Pemberdayaan Masyarakat Mengembangkan kebijakan 

distribusi ekonomi yang adil dan 
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merata untuk mengurangi 

kesenjangan sosial dan ekonomi. 

Kesadaran Lingkungan Mendorong kesadaran lingkungan 

dan mengintegrasikan prinsip 

pembangunan berkelanjutan 

dalam kegiatan ekonomi. 

Keadilan Sosial Mengutamakan kebijakan dan 

langkah-langkah yang 

berkontribusi pada terciptanya 

keadilan sosial dalam masyarakat. 

 

7.3.4 Operasionalisasi Ekonomi Pancasila Sila Ketiga 

Operasionalisasi ekonomi Pancasila dengan merujuk pada 

Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” melibatkan sejumlah langkah 

konkret dalam rangka mencapai tujuan persatuan dan kesatuan di 

seluruh wilayah Indonesia. Berikut aspek operasionalisasinya, 

antara lain: 

1. Pengembangan Koperasi 

• Mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi 

sebagai bentuk usaha bersama untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat. 

• Koperasi dapat menjadi sarana untuk memperkuat 

solidaritas dan kerjasama antar anggota masyarakat 

dalam mengelola sumber daya ekonomi. 

2. Investasi dalam Pengembangan Wilayah 

• Mengalokasikan investasi secara merata untuk 

pengembangan wilayah guna mengurangi kesenjangan 

antar daerah. 

• Fokus pada proyek-proyek infrastruktur dan ekonomi 

yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial 

bagi berbagai wilayah. 
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3. Pelibatan Daerah Otonom 

• Melibatkan pemerintah daerah otonom dalam 

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. 

• Memastikan kebijakan yang diambil dengan 

memperhatikan kebutuhan dan potensi ekonomi 

masing-masing daerah. 

4. Pembangunan Infrastruktur 

• Menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur yang 

dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah. 

• Infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, dan 

trasnportasi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan pembangunan. 

5. Program Pertanian dan Nelayan 

• Mengimplementasikan program pertanian dan 

perikanan yang berfokus pada peningkatan 

produktivitas. 

• Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan 

sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan potensi 

ekonomi daerah. 

6. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan 

• Menjamin pemerataan akses pendiidkan dan pelayanan 

kesehatan di seluruh wilayah. 

• Pendidikan dan kesehatan yang merata mendukung 

perkembangan sumber daya manusia dan 

meningkatkan produktivitas ekonomi. 

7. Program Pemberdayaan Masyarakat 

• Mendorong program pemberdayaan masyarajat melalui 

pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan 

bagi inisiatif lokal. 

• Memperkuat keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 
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8. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam 

• Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam 

yang berkelanjutan dan adil untuk mencegah 

eksploitasi yang merugikan daerah tertentu. 

Melalui langkah-langkah tersebut, operasionaliasasi 

ekonomi Pancasila pada Sila Ketiga diharapkan dapat 

menciptakan kesatuan dan persatuan dalam pembangunan 

ekonomi yang merata di seluruh Indonesia. 

7.3.5 Operasionalisasi Ekonomi Pancasila Sila Keempat 

Operasionalisasi ekonomi Pancasila dengan merujuk pada 

Sila Keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, melibatkan 

sejumlah langkah konkret yang berfokus pada partisipasi aktif 

masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam 

musyawarah dan perwakilan dapat mendorong praktik 

musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Memastikan partisipasi masyarakat dalam forum-forum 

musyawarah ekonomi dan mekanisme perwakilan yang 

demokratis. 

Dalam pendidikan ekonomi partisipatif, meingkatkan 

pemahaman masyarakat tentang konsep dan mekanisme ekonomi 

melalui pendidikan ekonomi partisipatif. Menyelenggarakan 

pelatihan dan forum diskusi untuk meningkatkan kesadaran 

ekonomi masyarakat. Dalam penerapan transparansi dan 

akuntabilitas, menerapkan kebijakan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan dan sumber daya ekonomi. Menegakkan 

standar akuntabilitas untuk memastikan keputusan ekonomi 

dapata dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam 

pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan 

koperasi sebagai bentuk partisipasi ekonomi masyarakat. 

Memberikan akses finansial, pelatihan, dan dukungan lainnya 

untuk penguatan UMKM dan koperasi (Saputra & Saoqillah, 2017). 
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7.3.6 Operasionalisasi Ekonomi Pancasila Sila Kelima 

Operasionalisasi ekonomi Pancasila dengan merujuk pada 

Sila Kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, 

melibatkan serangkaian langkah untuk mencapai keadilan sosial 

dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Beberapa aspek 

operasionalisasi tersebut, antara lain: 

1. Kebijakan Distribusi Kekayaan 

Menetapkan kebijakan distribusi kekayaan yang adil dan 

merata, mengurangi kesenjangan ekonomi antar individu 

dan kelompok masyarakat. 

2. Keadilan dalam Akses Pendidikan dan Kesehatan 

Menjamin akses yang merata terhadap pendidikan dan 

pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat. 

Menerapkan kebijakan untuk mengatasi disparitas 

pendidikan dan kesehatan antar daerah dan antar 

kelompok. 

3. Perlinsungan Pekerja dan Hak Buruh 

Menetapkan undang-undang yang melindungi hak-hak 

pekerja dan memastikan kondisi kerja yang aman dan adil. 

Menerapkan kebijakan upah yang mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. 

4. Perumusan dan Implementasi Kebijakan Redistribusi 

Menyusun kebijakan redistribusi sumber daya ekonomi 

untuk mengurangi kesenjangan antar individu dan 

kelompok. Menerapkan program dan insentif yang 

mendukung masyarakat kurang mampu. 

5. pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal 

mengembangkan ekonomi masyarakat lokal melalui 

program-program yang memberdayakan potensi ekonomi 

setempat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal. 
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Kesimpulan 

 

SECARA keseluruhan, sistem ekonomi Indonesia terus 

menghadapi berbagai dinamika dan perubahan yang memerlukan 

perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan 

lainnya. Buku ini menggarisbawahi bahwa sistem ekonomi 

Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan 

dalam beberapa dekade terakhir, namun masih dihadapkan pada 

sejumlah tantangan yang memerlukan solusi yang efektif. Buku 

ini menyoroti beberapa aspek utama, seperti pertumbuhan sektor 

UMKM, kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat, pengaturan 

sumber daya alam, penguatan sektor pertanian dan pedesaan, 

serta upaya pemerataan pembangunan wilayah. Namun, dalam 

implementasinya, terdapat hambatan seperti keterbatasan 

anggaran, kesenjangan infrastruktur, ketergantungan pada sektor 

tertentu, dan tantangan lingkungan. 

Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi 

tantangan ini, termasuk peningkatan investasi dalam 

infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, pendekatan 

kebijakan yang berkelanjutan terhadap lingkungan dan 

perubahan iklim, serta upaya nyata dalam mengurangi 
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ketergantungan ekonomi pada sektor-sektor tertentu. 

Kesimpulannya, buku ini menekankan perlunya kerja sama lintas 

sektor dan perencanaan yang matang antara pemerintah, sektor 

swasta, dan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh Indonesia. 
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